BUPATI JENEPONTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 4  TAHUN 2003
TENTANG

POKOK — POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal ayat (1)

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban
Keuangan Daerah perlu membuat aturan yang
mengatur Pengelolaan dan Pertanggung jawaban

Keuangan Daerah ;

b. bahwa untuk dimaksud huruf a dipandanguperl
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto .

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 29 Tahun l1@&5%fang

Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat 1l di Sulawesi

( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822);



. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3839);

. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3848);

. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3851);

. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Rl Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 104 Tahun 2000

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4021);

. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 105 Tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4022 );



8.

10.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 107 Tahun 2000
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4024 );

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4027 );

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Perundang — Undangan dan
bentuk Rancangan Undang — Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 70) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG POKOK — POKOK PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersamagRateDaerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Jeneponto ;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnysetiut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatezpdeto ;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah K#&tuganeponto ;

. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adal&tetaeis Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;

. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga Pad@erintah
Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Ddaraimembantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintamantgediri atas
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Jebaerah,
Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhemnaiba

Keuangan Daerah adalah semua Hak dan KewajibaraDakalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaoat dianilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuky&akayang
berhubungan hak dan kewajiban Daerah tersebutmd&krangka
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutiisiagkat
APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerag
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaadapatan
dan Belanja Daerah ;

. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jeneponto

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan KaahDdalam
Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hadcdbg;

. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Ddalain Periode
Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;

. Pembiayaan adalah Transaksi Keuangan Daerah yewaggsud untuk
menutupi selisi Pendapatan Daerah dan Belanja Baera

. Pimjaman Daerah adalah semua transaksi yang kieatan
Daerah meneriman dari pihak lain sejumlah uang faaarbernilai
uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajib&wk unembayar
kembali tidak termasuk kredit jangka pendek yanginta dalam
perdagangan.

. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerafjadeangka
waktu lebih dari satu tahun dengan persyarataw®alpembayaran
kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dagablainnya
sebagaian atau seluruhnya harus dilunasi pada takaimun anggaran
berikutnya ;

. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman Daerah gawlgangka
waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengsyapgan bahwa
pembayaran kembali pinjaman, berupa pokok pinjanbamga dan
biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahuggaran yang
bersangkutan.



().
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BAB I
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan URemgelolaan
Keuangan Daerah ;

Selaku Pejabat pemegang kekuasaan umumelkEan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah
mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangakepada
Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelolanandaerah .

Pasal 3

Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu pajabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan keputusan Kepala Daeralk diajpat
melaksanakan Anggaran ;

Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagjab&® Pengelola
Keuangan Daerah lainnya ;

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dangdi Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputkispala
Daerah.



Bagian Kedua
Mekanisme Pemungutan, Penerimaan dan Penyetorsangan Daerah

Pasal 4

(1). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal ayat (1) tidak
dibenarkan memegang uang tunai hasil penerimaanariamn
Daerah lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empain ;

(2). Untuk Kecamatan / Desa yang jauh dan sulinkokasi dapat
melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (Ayatlengan
Keputusan Kepala Daerah ;

(3). Uang tunai hasil Pemungutan / Penerimaan dohkyat (1) disetor
seluruhnya kedalam Kas Daerah.

Pasal 5

(1). Untuk memperlancar pelaksanaan penerimaaruah@an Daerah
Kepala Daerah dapat menunjuk Kolektor pemungut aleng
Keputusan Kepala Daerah ;

(2). Kolektor pemungut dimaksud ayat (1) harus ye&sr seluruh
penerimaan pada hari yang bersangkutan kepadba®é&jangelola
Keuangan Daerah pada unit kerja masing — masing atano
ditentukan lain oleh Kepala Daerah .

Pasal 6

Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran KeuangaahDsebagaimana
diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 termasukdiwlalamnya Pungutan,
Penerimaan dan penyetoran dari hasil Pendapatabasiah (PAD) dan
Pendapatan lainnya yang sah.



Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalaal P4 dan Pasal 5
akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi Admiistsanksi Pidana dan
atau sanksi Perdata sesuai dengan Peraturan BegrxdJndangan yang
berlaku.

Pasal 8

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dak&eah ddatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara, texéibpada Peraturan
Perundang — Undangan yang berlaku, efesien, efak#ihsparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan Asas Keadiladan
Kepatuhan.

Pasal 10
APBD merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Daeakmdtahun
Anggaran tertentu.

Pasal 11

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun Fiskal Aragg&endapatan
dan Belanja Negera.
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Pasal 12

APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerang®st — lambatnya 1
(satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belsdegara
ditetapkan ;

Perubahan APBD ditetapkan dengan Peratuaerdbd selambat —
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya TaAmggaran
yang bersangkutan ;

Perhitungan APBD ditetapkan selambat —blamya 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yanghgkutan ;

Penyerahan Rancangan APBD, perubahan ARBDpmerhitungan
APBD disampaikan selambat — lambatnya 1 (satuarbsgktelah
batas waktu penetepannya.

Pasal 13

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daeraim daagka
desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 14

APBD disusun dengan pendekatan Kinerja.

Pasal 15

Dalam menyusun APBD, Penganggaran pengeluaran s ldidukung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaam datalah yang
cukup.
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Pasal 16

Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam ARRDupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dap@&gpai untuk
setiap sumber pendapatan ;

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDupskan batas
tertinggi untuk setiap jenis belanja ;

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakamgyaberakibat
pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersatiia tidak
cukup tersedia Anggaran untuk membiayai pengeluaraebut ;

Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD Tahaln Wicatat sebagai
saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkahsasi sisa
lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebag#des awal pada
perubahan APBD.

Pasal 17

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaamalDasaupun
pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

(1)

).

Pasal 18

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yangtrsra tidak
tersangka disediakan dalam bagian Anggaran tersendi

Pengeluaran yang dibebankan pada pengelugdak tersangka
adalah untuk penanganan Bencana Alam, Bencana | Sdsma
pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangaridkan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah



().

(2)

().

2).

).

(4).

11

Pasal 19

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna biangan
kebutuhan Dana yang tidak dapat dibebankan daldm Bahun

Anggaran ;

Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tamudari dana
penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi khudemjaman
Daerah dan Dana Darurat.
BAB Il
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD
Pasal 20

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yartyrielari :
a. Pendapatan ;

b. Belanja Daerah ;

c. Pembiayaan.

Selisi lebih Pendapatan Daerah terhadap jeelBraerah disebut
Surplus Anggaran ;

Selisih Kurang Pendapatan Daerah terhadagnjseDaerah disebut
Defisit Anggaran ;

Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah Surplesit Anggaran.
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Pasal 21

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dRdaat 20 ayat (1)
huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan darsjpendapatan ;

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalaml R@sayat (1)
huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan gebelanja ;

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Rasala? (1) huruf c
dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 22

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatiak tersangka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2jiaksen dalam bagian

anggaran pengeluaran tidak tersangka.

(1)

().

3).

(4).

Pasal 23

Penganggaran Dana sebagaimana dimaksud dasal 19
dialokasikan dari sumber penerimaan APBD ;

Semua sumber penerimaan Dana Cadangan salaagadimaksud
dalam ayat (1) dan semua  pengeluaran atas bebDama
Cadangan dicatat dan di kelola dalam APBD ;

Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimyang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang PenkaantDana
Cadangan dibebankan pada Rekening Dana Cadangan ;

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bageng tidak
terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.
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Pasal 24

Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah Idabil dari Rencana
Belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman ;

Pemerintah Daerah dapat mencari sumber -baunpembiayaan
lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengansgp saling
menguntungkan ;

Pemerintah Daerah dapat melakukan Investagdand bentuk
penyertaan Modal, Deposito atau bentuk Investasya sepanjang
hal tersebut dapat memberi manfaat bagi peningkptdayanan
masyarakat dan tidak mengganggu likuidasi keuarmganerintah
Daerah ;

Sumber — sumber pembiayaan lain dan InveB®sierintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat &)rddengan
Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atasepmagn sumber —
sumber pembiayaan lain dan Investasi sebagaimamekdud dalam
ayat (4), dan setiap akhir Tahun Anggaran melaporkasil
pelaksanaannya pada DPRD.
Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD

Pasal 25

APBD vyang disusun dengan pendekatan Kinegaagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
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b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiragma lsatuan
komponen kegiatan yang bersangkutan ;

c. Bagian Pendapatan APBD vyang membiayai Belanja
Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemelidwardan
Belanja Modal / Pembangunan.

(2). Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah erBh,
dikembangkan Standar dan Analisa belanja, tolak kkwerja dan
standar biaya.

Pasal 26

(1). Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Hatabr Daerah
bersama DPRD menyusun Arah dan kebijakan umurBDAP

(2). Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD gsebmna
dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah meny&tategi
dan Prioritas APBD ;

(3). Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD seivagna dimaksud
dalam ayat (2) dan dengan pertimbangan kondisin&kd dan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rgeaca
APBD.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD
Pasal 27

(1). Kepala Daerah menyampaikan Rancangan AP8&iada DPRD
untuk mendapatkan persetujuan ;
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(2). Apabila Rancangan APBD tidak disetuji DPRDreeintah Daerah
berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut

(3). Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimanakslichadalam
ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD

(4). Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksudnd ayat (3)
tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunak&BD
tahun sebelumnnya sebagai dasar penyusunan Keudregznah.

Bagian Keempat
Perubahan APBD
Pasal 28

(). Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintalnalbaang
bersifat Strategis ;

b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target pmaan Daerah
yang ditetapkan ;

c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
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BAB IV
PELAKSANAAN APBD
Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran
Pasal 29

(1). Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tagasiungut atau
menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan siitesi
pemungutan pendapatan tersebut ;

(2). Semua manfaat yang bernilai uang berupa KipRabat, Potongan,
Bunga atau Nama lain sebagi akibat dari penjualan dtau
pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimmirma atau
penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah

(3). Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepatvgaktunya ke Kas
Daerah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 PerBaggath ini atau
Ketentuan Perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 30
Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas b&BBID tidak dapat

dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerdang APBD dan
ditetapkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 31

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD ditenbitkarat Keputusan
Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamalengan itu oleh
pejabat yang berwenang.
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Pasal 32

Setiap Pembebanan APBD harus didukung alédi b bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh olebkpyang
menagih ;

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangan atau
mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengalasas beban
APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat da
penggunaan bukti tersebut.

Pasal 33

Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan sueaimingaan
pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaima
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);

Pembayaran yang membebani APBD dilakukan aengurat
Perintah membayar ;

Bendaharawan umum Daerah membayar berdasStkamn Perintah
Membayar.

Pasal 34
Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankalah APBD ;
Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan pengtasberdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan akepoan

Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPR8&yaise
dengan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku
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(3). Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbamusada BUMD atau
Unit Usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD dtknit Usaha
yang bersangkutan ;

(4). Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dageng diangkat
oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daera

Pasal 35

Penggunaan Anggaran Belanja tidak tersangka sebagai dimaksud
dalam Pasal 18 diberitahukan Kepada DPRD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang Daerah
Pasal 36

(1). Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barangabae

(2). Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuaigadenStandar
Akuntansi Pemerintah Daerah ;

(3). Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepatas, Lembaga
Tehnis, Kecamatan, Kelurahan adalah pengguna batzagj
Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / DinasDaerah / Lembaga
Tehnis Daerah / Kecamatan / Kelurahan yang dipimyan

Pasal 37

(1). Pengadaan barang dan atau jasa lainnya dépsthankan kepada
APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebutluipar untuk
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokdlmigsi perngkat
Daerah yang bersangkutan ;
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(2). Pengadaan barang dan jasa atau beban APRBOr digdoih lanjut
dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturamddeg —
Undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah iséXraturan
Perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 39

Dalam hal Pengelolaan Barang Daerah menghasilkaerifegaan, maka
penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsuikpkeédaerah.

BAB V
PERHITUNGAN APBD
Pasal 40
Setiap akhir tahun Anggaran Pemerintah Daerah wajibmbuat

Perhitungan APBD yang memuat perbandingan antaralidasi
pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.

Pasal 41

Perhitungan APBD harus menghitung selisi antardig¥sa Penerimaan
dengan Anggaran Penerimaan dan Realisasi Pengeludemgan
Anggaran Pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.
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BAB VI
PINJAMAN DAERAH
Bagian Pertama
Pasal 42

(). Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
a. Dalam Negeri ;
b. Luar Negeri.

(2). Pinjaman Daerah dari Dalam negeri sebaganthmaksud dalam
ayat (1) huruf a, bersumber dari :

Pemerintahan Pusat ;

Lembaga Keuangan Bank ;

Lembaga Keuangan bukan Bank ;

Masyarakat ;
e. Sumber lainnya.

(3). Pinjaman Daerah dari luar negeri sebagaimdinzaksud dalam
ayat (1) huruf b, berupa Pinjaman Bilateral ataunjaman
Multilateral.

cooy

Pasal 43

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua ) jenis :
a. Pinjaman Jangka Panjang ;

b. Pinjaman Jangka Pendek.
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Bagian Kedua
PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 44

(). Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakiuk membiayai
pembangunan prasarana yang merupakan asset hseradapat
menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembajarpan,
serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat

(2). Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakambiayai Belanja
Administrasi Umum serta Belanja Operasional dandfibaraan.

Pasal 45

Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendekpgngaturan arus
Kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.
BAB VII
PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Bagian Pertama
Batas Maksimal Jumlah Pinjaman
Pasal 46

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dkdaal 43 huruf
a, yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi 2 ) #egentuan sebagai

berikut ;

a. Jumlah Kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wadibayar tidak
melebih 75 % (tujuh puluh lima persen ) dari ja@mPenerimaan

Umum APBD tahun sebelumnya ;
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b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaranabdahunan
selama jangka waktu pinjaman, Debt Service CoveRag® ( DSGR)
paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Pasal 47

(2). Jumlah Maksimal Pinjaman Jangka Pendek addl#h ( satu per
enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yeamglan ;

(2). Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengamplestigan kecukupan
penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjanessebut
pada waktunya ;

(3). Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajibedimiglan dalam tahun
anggaran yang berjalan.

Bagian Kedua
Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman Daerah
Pasal 48

(1). Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman JangkanjaiRg
disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang dibidgri
pinjaman tersebut ;

(2). Batas Maksimal masa tenggang disesuaikanagiemgsa konstruksi
proyek.

(3). Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang adaahasuk masa
tenggang ;



(4).

(5).
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Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman JangkajaRg@ yang
bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktuaRian dan
masa tenggang ditetapkan Daerah dengan persetlB&D;

Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman JangkajaRg@ yang
bersumber dari luar negeri, maka jangka waktjapian dan masa
tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjamanniegeri yang
bersangkutan.

Bagian Ketiga
Larangan Pinjaman
Pasal 49

Daerah dilarang melakukan perjanjian yangsib@r pinjaman
terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkahadeatas
keuangan Daerah ;

Barang milik Daerah yang digunakan untuk ryaha kepentingan
umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperé&otaman
Daerah ;

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimaraksid pada ayat
(1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai PeratBeEundang —
Undangan yang berlaku.
BAB VIl
PROSEDUR PINJAMAN DAERAH

Pasal 50

Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan pgussn DPRD ;



2).
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Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimanakdudapada ayat
(1) Daerah melakukan pinjaman kepada calon perpbgaman ;

Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalamatsgerjanjian
pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman ;

Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksuddalgat (3) ditanda
tangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dambepe
pinjaman ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, s@eganjian pinjaman
yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam LembBizerah.

Pasal 51

Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber lamerintah Pusat,
Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangaamtali surat
persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen -urdek lain

yang diperlukan untuk melakukan evaluasi ;

Perjanjian pinjaman yang bersumber dari éertah Pusat ditanda
tangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah ;

Pasal 52

Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar meljjakukan melalui
Pemerintah Pusat ;

Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumldari luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daasatgajukan
usulan pinjaman kepada Pemerintah  Pusat diserturat
persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen -urdek lain
yang diperlukan ;



3).

(4).

(5).
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Terhadap usulan Pinjaman Daerah yang bersuddse luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintadt Riedakukan
evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidakngayetujui usulan
tersebut ;

Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan sgtejuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintahrabae
mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjangang
hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuamdpintah
Pusat ;

Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah larsumber dari luar
negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuari
Pemerintah Pusat ;

Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumberwkar negeri ditanda
tangani oleh Kepala Daerah dengan pemberi pinjdusamegeri.

BAB IX
PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH
Pasal 53

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Dageag jatuh
tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritasdaarggarkan
dalam pengeluaran APBD ;

Pembayaran kembali Pinjaman Daerah bersuméerluar negeri
oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuaapkan dalam
perjanjian pinjaman luar negeri ;
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(3). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajibamlipgyaran atas
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka PeaterfPusat
memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Danaa&lodmum

kepada Daerah ;

(4). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban Imeyaran atas
Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negetankawajiban
tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman ;

BAB X
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 54

(1). Semua penerimaan dan kewajiban dalam raRgkiaman Daerah
dicantumkan dalam APBD dan dibutuhkan sesuai dersg@amdar

akuntasi keuangan Pemerintah Daerah ;

(2). Keterangan tentang semua Pinjaman Jangkaamanjdituangkan
dalam lampiran dari dokumen APBD ;

(3). Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD sduenieala dengan
tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkerabgoglah
kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanalamdangka
memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

BAB XI
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 55

(). Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Taman pelaksanaan
APBD kepada DPRD ;
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(2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayatighbaikan paling
lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Triwulamyyaersangkutan.

Pasal 56

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggung jawdbaangan Daerah
yang terdiri atas :

Laporan Perhitungan APBD ;
Nota Perhitungan APBD ;
Laporan Aliran Kas ;

Neraca Daerah.

apop

Pasal 57

(1). Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah useny laporan
pertanggung jawaban Keuangan secara priodik ;

(2). Sistem prosedur pertanggung jawaban sebagaiaianaksud dalam
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
Pasal 58

Penatausahaan dan pertanggung jawaban KeuangaahDaenpedoman
pada standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daaraiherlaku.

BAB XII
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 59

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan olelbDPR
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Pasal 60

Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan APBD mkxhitungan
APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambatlita(belas ) hari
setelah ditetapkan.

().

(2).

3).

(4).

Pasal 61

Kepala Daerah mengangkat Pejabat yang bertugalakukan
pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Kewnandzaerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidp&rkenankan
merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah ;

Pengawas Pejabat Internal mengelolah Keumandzaerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapagkiat dari unsur
Pegawai Negeri Sipil maupun dari unsur  masyarakang
dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas paseyaw

Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuan@aaerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasilapeagannya
kepada Kepala Daerah.
BAB Xl
PEMERIKSA KEUANGAN DAERAH

Pasal 62

Pemeriksa atas pelaksanaan, Pengelolaan dan perangawaban
Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Pergrdandangan yang
berlaku.
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BAB XIV
SANKSI ATAS KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 63

(1). Setiap Kerugian Daerah baik yang langsungipua tidak langsung
sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atadailegiaharus
dijatuhi hukuman bagi yang bersalah dan atau aag;

(2). Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib mudaR tuntutan ganti
rugi segera sebagaimana dimaksud ayat (1) sedeRgan
Peraturan Perundang — Undangan yang berlaku.

Pasal 64

(1). Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan gaogi atas setiap
kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melandgg&um atau
kelalaian pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2). Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksudmdayat (1)
dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang —ndadayang
berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka #e&ten yang
bertentangan dan mengatur hal yang sama dinyatalenberlaku.

Pasal 66
Hal — hal yang belum cukup diatur dalam PeraturaarBh ini sepanjang

mengenai tehnis pelaksanaannya, akan diatur dédgautusan Kepala
Daerah.
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Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalindangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanengymndangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdran Daerah
Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 28 Agustus 2003

BUPATI JENEPONTO

ttd

BAHARUDDIN BASO TIKA

Di undangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 1 September 2003

SEKRETARISDAERAH KABUPATEN JENEPONTO

H. SYAHRIR WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 20® NOMOR 86



BUPATI JENEPONTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 4  TAHUN 2003
TENTANG

POKOK — POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal ayat (1)

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban
Keuangan Daerah perlu membuat aturan yang
mengatur Pengelolaan dan Pertanggung jawaban

Keuangan Daerah ;

b. bahwa untuk dimaksud huruf a dipandanguperl
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto .

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 29 Tahun l1@&5%fang

Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat 1l di Sulawesi

( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822);
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11.Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3839);

12.Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3848);

13.Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3851);

14.Peraturan Pemerintah Rl Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3952);

15.Peraturan Pemerintah Rl Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4021);

16.Peraturan Pemerintah Rl Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4022 );
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17.Peraturan Pemerintah Rl Nomor 107 Tahun 2000
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4024 );

18.Peraturan Pemerintah Rl Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4027 );

19.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Perundang — Undangan dan
bentuk Rancangan Undang — Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan

Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 70) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG POKOK — POKOK PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.



34

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

r. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
s. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersamagRatedDaerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

t. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
u. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Jeneponto ;

v. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnysetut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatezpdeto ;

w. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah K#&tuganeponto ;

X. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adal&tetaeis Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;

y. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga Pad@erintah
Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Ddaraimembantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintamantgediri atas
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Jebaerah,
Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhemnaiba

z. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajibarabakalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaoat dianilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuky&akayang
berhubungan hak dan kewajiban Daerah tersebutmd&krangka
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
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aa.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutiisiagkat

bb.

CC.

dd.

ee.

gg.

hh.

APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerag
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggagadapatan
dan Belanja Daerah ;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jeneponto

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan KaahDdalam
Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hadcdbg;

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Ddalain Periode
Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;

Pembiayaan adalah Transaksi Keuangan Daerah yawaggisud untuk
menutupi selisi Pendapatan Daerah dan Belanja Baera

Pimjaman Daerah adalah semua transaksi yang kibatean
Daerah meneriman dari pihak lain sejumlah uang faaarbernilai
uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajib&wk unembayar
kembali tidak termasuk kredit jangka pendek yanginta dalam
perdagangan.

Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerafjadegangka
waktu lebih dari satu tahun dengan persyarataw®alpembayaran
kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dagablainnya
sebagaian atau seluruhnya harus dilunasi pada takaimun anggaran
berikutnya ;

Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman Daerah ganlgangka
waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengsyapgan bahwa
pembayaran kembali pinjaman, berupa pokok pinjanbamga dan
biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahuggaran yang
bersangkutan.
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BAB I
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan URemgelolaan
Keuangan Daerah ;

Selaku Pejabat pemegang kekuasaan umumelkan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah
mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangakepada
Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelolanandaerah .

Pasal 3

Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu pajabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan keputusan Kepala Daeralk diajpat
melaksanakan Anggaran ;

Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagjab&® Pengelola
Keuangan Daerah lainnya ;

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dangdi Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputkispala
Daerah.
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Bagian Kedua
Mekanisme Pemungutan, Penerimaan dan Penyetorsangan Daerah

Pasal 4

(1). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal ayat (1) tidak
dibenarkan memegang uang tunai hasil penerimaanari{amn
Daerah lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empain ;

(2). Untuk Kecamatan / Desa yang jauh dan sulinkokasi dapat
melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (Ayatlengan
Keputusan Kepala Daerah ;

(3). Uang tunai hasil Pemungutan / Penerimaan dohkyat (1) disetor
seluruhnya kedalam Kas Daerah.

Pasal 5

(1). Untuk memperlancar pelaksanaan penerimaaruah@an Daerah
Kepala Daerah dapat menunjuk Kolektor pemungut aleng
Keputusan Kepala Daerah ;

(2). Kolektor pemungut dimaksud ayat (1) harus ye&r seluruh
penerimaan pada hari yang bersangkutan kepadba®é&jangelola
Keuangan Daerah pada unit kerja masing — masing atano
ditentukan lain oleh Kepala Daerah .

Pasal 6

Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran KeuangaahDsebagaimana
diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 termasukdiwlalamnya Pungutan,
Penerimaan dan penyetoran dari hasil Pendapatabasiah (PAD) dan
Pendapatan lainnya yang sah.
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Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalaal P4 dan Pasal 5
akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi Admiistsanksi Pidana dan
atau sanksi Perdata sesuai dengan Peraturan BegrxdJndangan yang
berlaku.

Pasal 8

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dak&eahddatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara, texéibpada Peraturan
Perundang — Undangan yang berlaku, efesien, efak#ihsparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan Asas Keadiladan
Kepatuhan.

Pasal 10
APBD merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Daeakmdtahun
Anggaran tertentu.

Pasal 11

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun Fiskal Aragg&endapatan
dan Belanja Negera.
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Pasal 12

APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerang®st — lambatnya 1
(satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Beldegara
ditetapkan ;

Perubahan APBD ditetapkan dengan Peratuaerdb selambat —
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya TaAmggaran
yang bersangkutan ;

Perhitungan APBD ditetapkan selambat —blamya 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yanghgkutan ;

Penyerahan Rancangan APBD, perubahan ARBDpmerhitungan
APBD disampaikan selambat — lambatnya 1 (satuarbsgketelah
batas waktu penetepannya.

Pasal 13

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daeraim daagka
desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 14

APBD disusun dengan pendekatan Kinerja.

Pasal 15

Dalam menyusun APBD, Penganggaran pengeluaran s ldidukung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaam datalah yang
cukup.
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Pasal 16

Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam ARRDupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dap@&gpai untuk
setiap sumber pendapatan ;

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDupskan batas
tertinggi untuk setiap jenis belanja ;

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakamgyaberakibat
pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersatiia tidak
cukup tersedia Anggaran untuk membiayai pengeluaraebut ;

Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD Tahaln Wicatat sebagai
saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkahsasi sisa
lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebag#des awal pada
perubahan APBD.

Pasal 17

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaamalDasaupun
pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

(1)

).

Pasal 18

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yangtrsra tidak
tersangka disediakan dalam bagian Anggaran tersendi

Pengeluaran yang dibebankan pada pengelugdak tersangka
adalah untuk penanganan Bencana Alam, Bencana | Sdsma
pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangaridkan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah
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Pasal 19

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna biangan
kebutuhan Dana yang tidak dapat dibebankan daldm Bahun

Anggaran ;

Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tamudari dana
penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi khudemjaman
Daerah dan Dana Darurat.
BAB Il
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD
Pasal 20

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yartyrielari :
d. Pendapatan ;

e. Belanja Daerah ;

f. Pembiayaan.

Selisi lebih Pendapatan Daerah terhadap jeelBraerah disebut
Surplus Anggaran ;

Selisih Kurang Pendapatan Daerah terhadagnjseDaerah disebut
Defisit Anggaran ;

Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah SurpleBsit Anggaran.
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Pasal 21

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dRdaat 20 ayat (1)
huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan darsjpendapatan ;

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalaml R@sayat (1)
huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan gebelanja ;

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Rasala? (1) huruf c
dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 22

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatiak tersangka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2jigksen dalam bagian

anggaran pengeluaran tidak tersangka.

(1)

().

3).

(4).

Pasal 23

Penganggaran Dana sebagaimana dimaksud dasal 19
dialokasikan dari sumber penerimaan APBD ;

Semua sumber penerimaan Dana Cadangan salaagadimaksud
dalam ayat (1) dan semua  pengeluaran atas bebDama
Cadangan dicatat dan di kelola dalam APBD ;

Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimyang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang PenkaantDana
Cadangan dibebankan pada Rekening Dana Cadangan ;

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bageng tidak
terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.
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Pasal 24

Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah Idabil dari Rencana
Belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman ;

Pemerintah Daerah dapat mencari sumber -baunpembiayaan
lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengansgp saling
menguntungkan ;

Pemerintah Daerah dapat melakukan Investagdand bentuk
penyertaan Modal, Deposito atau bentuk Investasya sepanjang
hal tersebut dapat memberi manfaat bagi peningkptdayanan
masyarakat dan tidak mengganggu likuidasi keuarmganerintah
Daerah ;

Sumber — sumber pembiayaan lain dan InveB®sierintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat &)rddengan
Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atasepmagn sumber —
sumber pembiayaan lain dan Investasi sebagaimamekdud dalam
ayat (4), dan setiap akhir Tahun Anggaran melaporkasil
pelaksanaannya pada DPRD.
Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD

Pasal 25

APBD vyang disusun dengan pendekatan Kinegaagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

d. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
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e. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiragm Isiatuan
komponen kegiatan yang bersangkutan ;

f. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai Belanja
Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemelidwardan
Belanja Modal / Pembangunan.

(2). Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah erBh,
dikembangkan Standar dan Analisa belanja, tolak kkwerja dan
standar biaya.

Pasal 26

(1). Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Hatabr Daerah
bersama DPRD menyusun Arah dan kebijakan umurBDAP

(2). Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD gsebmna
dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah meny&tategi
dan Prioritas APBD ;

(3). Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD seivagna dimaksud
dalam ayat (2) dan dengan pertimbangan kondisin&kd dan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rgeaca
APBD.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD
Pasal 27

(1). Kepala Daerah menyampaikan Rancangan AP8&iada DPRD
untuk mendapatkan persetujuan ;
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(2). Apabila Rancangan APBD tidak disetuji DPRDreeintah Daerah
berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut

(3). Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimanakslichadalam
ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD

(4). Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksudnd ayat (3)
tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunak&BD
tahun sebelumnnya sebagai dasar penyusunan Keudregznah.

Bagian Keempat
Perubahan APBD
Pasal 28

(). Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

d. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintalnalbagang
bersifat Strategis ;

e. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target pmaan Daerah
yang ditetapkan ;

f. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
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BAB IV
PELAKSANAAN APBD
Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran
Pasal 29

(1). Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tagasiungut atau
menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan siitesi
pemungutan pendapatan tersebut ;

(2). Semua manfaat yang bernilai uang berupa KipRabat, Potongan,
Bunga atau Nama lain sebagi akibat dari penjualan dtau
pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimmirma atau
penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah

(3). Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepatvgaktunya ke Kas
Daerah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 PerBaggath ini atau
Ketentuan Perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 30
Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas b&BBID tidak dapat

dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerdang APBD dan
ditetapkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 31

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD ditenbitkarat Keputusan
Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamalengan itu oleh
pejabat yang berwenang.
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Pasal 32

Setiap Pembebanan APBD harus didukung alédi b bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh olbbkpyang
menagih ;

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangan atau
mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengalasas beban
APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat da
penggunaan bukti tersebut.

Pasal 33

Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan sueaimingaan
pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaima
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);

Pembayaran yang membebani APBD dilakukan aengurat
Perintah membayar ;

Bendaharawan umum Daerah membayar berdasStkamn Perintah
Membayar.

Pasal 34
Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankalah APBD ;
Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan pengtasberdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan akepoan

Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPR8&yaise
dengan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku
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(3). Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbamusada BUMD atau
Unit Usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD dtknit Usaha
yang bersangkutan ;

(4). Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dageng diangkat
oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daera

Pasal 35

Penggunaan Anggaran Belanja tidak tersangka sebagai dimaksud
dalam Pasal 18 diberitahukan Kepada DPRD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang Daerah
Pasal 36

(1). Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barangabae

(2). Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuaigadenStandar
Akuntansi Pemerintah Daerah ;

(3). Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepatas, Lembaga
Tehnis, Kecamatan, Kelurahan adalah pengguna batzagj
Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / DinasDaerah / Lembaga
Tehnis Daerah / Kecamatan / Kelurahan yang dipimyan

Pasal 37

(1). Pengadaan barang dan atau jasa lainnya dépsthankan kepada
APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebutluipar untuk
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokdlmigsi perngkat
Daerah yang bersangkutan ;
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(2). Pengadaan barang dan jasa atau beban APRBOr digdoih lanjut
dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturamddeg —
Undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah iséXraturan
Perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 39

Dalam hal Pengelolaan Barang Daerah menghasilkaerifegaan, maka
penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsuikpkeédaerah.

BAB V
PERHITUNGAN APBD
Pasal 40
Setiap akhir tahun Anggaran Pemerintah Daerah wajibmbuat

Perhitungan APBD yang memuat perbandingan antaralidasi
pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.

Pasal 41

Perhitungan APBD harus menghitung selisi antardig¥sa Penerimaan
dengan Anggaran Penerimaan dan Realisasi Pengeludemgan
Anggaran Pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.
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BAB VI
PINJAMAN DAERAH
Bagian Pertama
Pasal 42

(). Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
c. Dalam Negeri ;
d. Luar Negeri.

(2). Pinjaman Daerah dari Dalam negeri sebaganthmaksud dalam
ayat (1) huruf a, bersumber dari :

Pemerintahan Pusat ;

Lembaga Keuangan Bank ;

Lembaga Keuangan bukan Bank ;

Masyarakat ;

. Sumber lainnya.

(3). Pinjaman Daerah dari luar negeri sebagaimdinzaksud dalam
ayat (1) huruf b, berupa Pinjaman Bilateral ataunjaman
Multilateral.

Q=

C— —

Pasal 43

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua ) jenis :
c. Pinjaman Jangka Panjang ;

d. Pinjaman Jangka Pendek.
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Bagian Kedua
PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 44

(). Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakiuk membiayai
pembangunan prasarana yang merupakan asset hseradapat
menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembajarpan,
serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat

(2). Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakambiayai Belanja
Administrasi Umum serta Belanja Operasional dandfibaraan.

Pasal 45

Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendekpgngaturan arus
Kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.
BAB VII
PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Bagian Pertama
Batas Maksimal Jumlah Pinjaman
Pasal 46

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dkdaal 43 huruf
a, yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi 2 ) #egentuan sebagai

berikut ;

c. Jumlah Kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wadlibayar tidak
melebih 75 % (tujuh puluh lima persen ) dari ja@mPenerimaan

Umum APBD tahun sebelumnya ;
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d. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaranaaahunan
selama jangka waktu pinjaman, Debt Service CoveRag® ( DSGR)
paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Pasal 47

(2). Jumlah Maksimal Pinjaman Jangka Pendek addl#h ( satu per
enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yeamglan ;

(2). Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengamplestigan kecukupan
penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjanessebut
pada waktunya ;

(3). Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajibedimiglan dalam tahun
anggaran yang berjalan.

Bagian Kedua
Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman Daerah
Pasal 48

(1). Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman JangkanjaiRg
disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang dibidgri
pinjaman tersebut ;

(2). Batas Maksimal masa tenggang disesuaikanagiemgsa konstruksi
proyek.

(3). Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang adaahasuk masa
tenggang ;
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Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman JangkajaRg@ yang
bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktuaRian dan
masa tenggang ditetapkan Daerah dengan persetlB&D;

Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman JangkajaRg@ yang
bersumber dari luar negeri, maka jangka waktjapian dan masa
tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjamanniegeri yang
bersangkutan.

Bagian Ketiga
Larangan Pinjaman
Pasal 49

Daerah dilarang melakukan perjanjian yangsib@r pinjaman
terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkahadeatas
keuangan Daerah ;

Barang milik Daerah yang digunakan untuk ryaha kepentingan
umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperé&otaman
Daerah ;

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimaraksid pada ayat
(1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai PeratBeEundang —
Undangan yang berlaku.
BAB VIl
PROSEDUR PINJAMAN DAERAH

Pasal 50

Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan pgussn DPRD ;
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Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimanakdudapada ayat
(1) Daerah melakukan pinjaman kepada calon perpbgaman ;

Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalamatsgerjanjian
pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman ;

Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksuddalgat (3) ditanda
tangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dambepe
pinjaman ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, s@eganjian pinjaman
yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam LembBizerah.

Pasal 51

Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber lamerintah Pusat,
Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangaamtali surat
persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen -urdek lain

yang diperlukan untuk melakukan evaluasi ;

Perjanjian pinjaman yang bersumber dari étertah Pusat ditanda
tangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah ;

Pasal 52

Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar meljakukan melalui
Pemerintah Pusat ;

Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumldari luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daasatgajukan
usulan pinjaman kepada Pemerintah  Pusat diserturat
persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen -urdek lain
yang diperlukan ;



3).

(4).

(5).

(6).

().

).

55

Terhadap usulan Pinjaman Daerah yang bersuddse luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintadt Riedakukan
evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidakngayetujui usulan
tersebut ;

Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan sgtejuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintahrabae
mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjangang
hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuamdpintah
Pusat ;

Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah larsumber dari luar
negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuari
Pemerintah Pusat ;

Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumberwkar negeri ditanda
tangani oleh Kepala Daerah dengan pemberi pinjdusamegeri.

BAB IX
PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH
Pasal 53

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Dageag jatuh
tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritasdaarggarkan
dalam pengeluaran APBD ;

Pembayaran kembali Pinjaman Daerah bersuméerluar negeri
oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuaapkan dalam
perjanjian pinjaman luar negeri ;
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(3). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajibamlipgyaran atas
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka PeaterfPusat
memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Danaa&lodmum

kepada Daerah ;

(4). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban Imeyaran atas
Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negetankawajiban
tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman ;

BAB X
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 54

(1). Semua penerimaan dan kewajiban dalam raRgkiaman Daerah
dicantumkan dalam APBD dan dibutuhkan sesuai dersg@amdar

akuntasi keuangan Pemerintah Daerah ;

(2). Keterangan tentang semua Pinjaman Jangkaamanjdituangkan
dalam lampiran dari dokumen APBD ;

(3). Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD sduenieala dengan
tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkerabgoglah
kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanalamdangka
memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

BAB XI
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 55

(). Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Taman pelaksanaan
APBD kepada DPRD ;
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(2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayatighbaikan paling
lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Triwulamyyaersangkutan.

Pasal 56

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggung jawdbaangan Daerah
yang terdiri atas :

Laporan Perhitungan APBD ;
Nota Perhitungan APBD ;
Laporan Aliran Kas ;

Neraca Daerah.

S@ ™o

Pasal 57

(1). Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah useny laporan
pertanggung jawaban Keuangan secara priodik ;

(2). Sistem prosedur pertanggung jawaban sebagaiaianaksud dalam
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
Pasal 58

Penatausahaan dan pertanggung jawaban KeuangaahDaenpedoman
pada standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daaraiherlaku.

BAB XII
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 59

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan olelbDPR
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Pasal 60

Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan APBD mkxhitungan
APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambatlita(belas ) hari
setelah ditetapkan.

().

(2).

3).

(4).

Pasal 61

Kepala Daerah mengangkat Pejabat yang bertugalakukan
pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Kewnandzaerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidp&rkenankan
merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah ;

Pengawas Pejabat Internal mengelolah Keumandzaerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapagkiat dari unsur
Pegawai Negeri Sipil maupun dari unsur  masyarakang
dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas paseyaw

Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuan@aaerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasilagpeagannya
kepada Kepala Daerah.
BAB Xl
PEMERIKSA KEUANGAN DAERAH

Pasal 62

Pemeriksa atas pelaksanaan, Pengelolaan dan perangawaban
Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Pergrdandangan yang
berlaku.
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BAB XIV
SANKSI ATAS KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 63

(1). Setiap Kerugian Daerah baik yang langsungipua tidak langsung
sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atadailegiaharus
dijatuhi hukuman bagi yang bersalah dan atau aag;

(2). Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib mudaRk tuntutan ganti
rugi segera sebagaimana dimaksud ayat (1) sedeRgan
Peraturan Perundang — Undangan yang berlaku.

Pasal 64

(1). Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan gaogi atas setiap
kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melandgg&um atau
kelalaian pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2). Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksudmdayat (1)
dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang —ndadayang
berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka #e&ten yang
bertentangan dan mengatur hal yang sama dinyatalenberlaku.

Pasal 66
Hal — hal yang belum cukup diatur dalam PeraturaarBh ini sepanjang

mengenai tehnis pelaksanaannya, akan diatur dédgautusan Kepala
Daerah.
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Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalindangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanengymdangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdran Daerah
Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 28 Agustus 2003
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